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Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian 
Nomor 524-Int-KLPPM/UNTAR/V/2020 sebagai berikut: 

 

Pasal 1 
(1). Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan Penelitian atas nama 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara 
dengan judul “Masih Perlukah Kegiatan Relawan Pajak untuk Mahasiswa?” 

(2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan 
kepada Pihak Pertama melalui anggaran Universitas Tarumanagara. 

(3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada Pihak Kedua sebesar 
Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 
sebesar 50%. 

(4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penanda tanganan 
Perjanjian Pelaksanaan Penelitian. 

(5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah Pihak Kedua 
melaksanakan Penelitian, mengumpulkan: 

a. Hard copy berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, logbook2 (dua) 
eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak2 (dua) eksemplar, draft 
artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan 

b. Softcopy laporan akhir, logbook, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan draft 
artikel ilmiah dalam bentuk CD sebanyak 2 (dua) keping. 

 



 

(6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam 
Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. 

(7). Penggunaan biaya penelitian oleh Pihak Kedua wajib memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan 
b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 
(8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas wajib diserahkan oleh 

Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah 
penelitian selesai. 

Pasal 2 
(1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan 
proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari Pihak Pertama. 
(2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni 2020 
 

Pasal 3 
(1). Pihak Pertama mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan oleh Pihak Kedua. 
(2). Pihak Kedua diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. 
(3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Pihak Kedua wajib mengisi lembar 

monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian 
dan logbook. 

(4). Laporan Kemajuan disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan Penelitian yang 
telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

(5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan logbook diserahkan kepada 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu 
yang ditetapkan. 

 

Pasal 4 
(1). Pihak Kedua wajib mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan 

Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran. 
(2). Laporan Akhir disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah 

ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 
(3). Logbook yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah 

dilakukan oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan Penelitian. 
(4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan Pihak Kedua memuat secara rinci 

penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti. 
(5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan, dan luaran adalah Artikel/jurnal (Juni 2020) 
(6). Apabila Pihak Kedua tidakmengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan 

Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), 
maka Pihak Pertama akan memberikan sanksi. 



 

(7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode 
berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 
Pasal 5 

(1). Dalam hal tertentu Pihak Kedua dapat meminta kepada Pihak Pertama untuk 
memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) diatas 
dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2). Pihak Pertama berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali. 
 

Pasal 6 
(1). Pihak Pertama berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat 

Pihak Kedua kedalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas 
Tarumanagara. 

(2). Pihak Kedua memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan 
ringkasan laporan penelitian sebagaimanad imaksud pada ayat (1) 

(3). Pihak Kedua wajib membuat poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk 
dipamerkan pada saat kegiatan Research Week tahun terkait. 

(4) Pihak Kedua wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikut 
sertakan dalam kegiatan International Multidiciplinary Research Conference on 
Sustanaible Development (IMRCSD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

(5). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat 
dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak 
Pertama. 

Pasal 7 
(1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak 

sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. 
(2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan 

diserahkan kepada Pimpinan Universi  tas Tarumanagara. 
(3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat. 

 
Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, 
tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap2 (dua), yang masing-masing mempunyai 
kekuatan hukum yang sama. 
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CPMA., CA., CPA (Aust), CSRS 
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ID P-EKONOMI-04 
FAKTOR PENURUNAN KUNJUNGAN WAJIB PAJAK ORANG 

PRIBADI KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI WILAYAH JAKARTA 
BARAT 
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Wijaya4 
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ABSTRAK 
Menurunnya Kunjungan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk dalam melaporkan Surat Pemberitahuan 
Tahunan (SPT) dengan menggunakan e-filing ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jakarta Barat. Telah 
beberapa tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan kegiatan Relawan Pajak beberapa tahun lalu 
yang melibatkan mahasiswa/i dari perguruan tinggi untuk membantu WPOP dalam melakukan pelaporan SPT 
dengan e-filing. Awal adanya Relawan Pajak, kunjungan WPOP untuk meminta asistensi melakukan pelaporan 
SPT dengan e-filing, namun jumlah kunjungan WPOP ke KPP mulai menurun dua tahun lalu. Untuk itu, penelitian 
ini ingin melihat apakah faktor Relawan Pajak  mempengaruhi penurunan kunjungn WPOP ke KPP. Data yang 
diolah dari tiga KPP di Jakarta Barat selama masa pengisian SPT dengan e-filing. Hasil dari penelitian ini, 
pengetahuan relawan pajak dalam membantu WPOP dalam melaporkan SPT WPOP di KPP tidak mempengaruhi 
terhadap penurunan kunjungan WPOP ke KPP, sedangkan yang mempengaruhi adalah kenyamanan relawan pajak 
dalam melayani WPOP di KPP.Dengn penelitian ini, baik DJP dan pihak Tax Center universitas, terutama pihak 
Tax Center universitas untuk melakukan pelatihan soft skill lebih banyak, juga peningkatan pelayanan dan 
infrastruktur di KPP 
 
Kata Kunci: Relawan Pajak, Pelayann Pajak, Partisipasi 
 

ABSTRACT 
Decreased visits of individual taxpayers (WPOP) to report Annnual Tax Returns (SPT) using e-filing to the Tax 
Service Office (KPP) in West Jakarta. For several years, the Directorate General of Taxes (DGT) has launched a 
Tax Volunteer activity several years ago involving university students to assist WPOP in reporting SPT by e-filing. 
At the beginning of Tax Volunteers, the WPOP visit asked for assistance in reporting SPT by e-filing, but the 
number of WPOP visits to KPP began to decline two years ago. For this reason, this study wants to see whether 
the Tax Volunteer factor influences the decrease in WPOP visits to KPP. Data processed from three KPP in West 
Jakarta during the SPT filling period by e-filing. The results of this study, the knowledge of tax volunteers in 
assisting WPOPs in reporting SPT WPOP at KPP does not affect the decrease in WPOP visits to KPP, while what 
affects is the comfort of tax volunteers in serving WPOP at KPP. With this research, both DGT and the university's 
Tax Center, especially the university's Tax Center to conduct more soft skills training, as well as improve services 
and infrastructure at KPP 
 
Keywords: Tax Volunteers, Tax Services, Participation  
 
I. PENDAHULUAN 
Pendahuluan 

Kegiatan Relawan Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang melibatkan 
mahasiswa telah berlangsung beberapa tahun. Tepatnya sejak tahun 2017 di Diretkorat Jenderal 
Pajak Wilayah Jakarta Barat. Timbul Relawan Pajak diadakan dengan terbitnya  Peraturan 

mailto:estralitat@fe.untar.ac.id4
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Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2014 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan 
Eletronik. Peraturn ini mengharuskan Wajib Pajak menggunakan komputer secara online, 
dengan nama e-filing dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak 
orang pribadi(WP OP).  Oleh karena WPOP jauh lebih banyak dari pada Wajib Pajak Badan 
(WP Badan). Untuk mengatisipati banyaknya WPOP yang membutuhkan asistensi melakukan 
pelaporan SPT menggunakan e-filing, maka maka Dirjen pajak membentuk Team Relawan 
Pajak (RP) yang melibatkan mahasiswa untuk membantu WPOP dalam memenuhi kewajiban 
pajaknya, yaitu ,melaporkan pajak penghasilannya dengan menggunakan e-filing. Kegiatan 
Relawan Pajak dalam membsntu WPOP dalam melaporkan SPT mereka dengan e-filing 
berjalan sampai tahun 2020. 

Antusias mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Relawan Pajak sangat tinggi dari semua 
perguruan tinggi yang mempunyai Tax Center di kawasan Jakarta Barat dan bekerja sama 
dengan Dirjen Pajak (DJP). Minat mahasiswa yang cukup tinggi tidak sebanding dengan 
kehadiran WPOP yang dibantu atau dilayani di Kantor Pelayanan Pajak atau ditempat yang 
ditetapkan oleh DJP. Turunnya jumlah kunjungan WPOP tahun lalu ke Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) dalam melaporkan SPT dengan e-filing atau membutuhkan asistensi dalam melaporan 
SPT dengan e-filing. Walaupun minat WPOP berkunjunga ke KPP menurun menurut sub 
palyanan DJP Jakarta Barat, DJP Jakarta Barat tetap melakukan kegiatan Relawan Pajak yang 
melibatkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ditugaskan untuk membantu WPOP dalam 
melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing. Kegiatan Relawan Pajak tahun ini akan 
berlangsung  dari akhir Februari 2020 sampai 31 Maret 2020,  sesuai dengan batas akhir 
pelaporan SPT Tahunan WPOP,  namun karena adanya pandemi COVID-19, maka kegiatan 
ini dihentikan pada tanggal 15 Maret 2020. 

 
1.1. Rumusan Masalah 

Disisi lain,  tax ratio tahun 2018 sebesar 11.5% (https://www.cnbcindonesia.com/news 
/20190314120540-4-60598/masih-rendah-sebenarnya-tax-ratio-ri-di-2018-hanya-10), tahun 
2019 turun menjadi 10.7 % (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202002112 05100-
532473761/djp-ungkap-sebab-rasio-pajak-2019-turun-jadi-107-persen), Tax Ratio  yaitu 
perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rasio ini merupakan alat ukur 
untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu Negara. Dengan melihat turunnya tax ratio 
tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi dengan menurunya kunjungan WPOP ke KPP 
apakah dipengaruhi oleh tim Relawan Pajak yang kurang kompenten dalam memberikan 
asistensi pengisian SPT Tahunan dengan e-filing, atau dipengaruhi oleh kepuasan atau 
kenyamanan WPOP yang diasentesni Tim Relawan Pajak atau petugas pajak di KPP  dalam 
pengisian SPT Tahunan dengan e-filing.  

 
1.2. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di lingkungan DJP wilayah Jakarta Barat tempat tim Relawan 
Pajak Mahasiswa/i Universitas Tarumanagaara bertugas. Adapun tujuan penelitian ini untuk 
memberi masukan khususnya untuk DJP Jakarta Barat, apakah kegiatan Relawan Pajak 
pepngaruhi penurunan kunjungan WPOP ke Kantor Pelayan Pajak (KPP) dalam konteks 
membantu WPOP menggunakan e-filing dalam melaporkan SPT mereka. Selain itu, bagi 
Universitas Tarumangara sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tim relawan pajak yang 
bertugas di tahun-tahun berikutnya. 
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https://www.cnbcindonesia.com/news%20/20190314120540-4-60598/masih-rendah-sebenarnya-tax-ratio-ri-di-2018-hanya-10
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202002112%2005100-532473761/djp-ungkap-sebab-rasio-pajak-2019-turun-jadi-107-persen
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202002112%2005100-532473761/djp-ungkap-sebab-rasio-pajak-2019-turun-jadi-107-persen
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II. LANDASAN TEORI 
2.1. Teori Partisipasi 

Partisipasi dalam kamus bahasa, sebagai kata benda diartikan sebagai turut peran serta 
dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta dalam kegiatan riset. Sebagai kata benda 
diartikan sebagai ikut serta dalam kegiatan.  Partisipasi berasal dari bahasa Inggris 
“Paricipation” yang artinya mengambil bagian atau keikutsertaan. Seorang yang berpartisipasi 
dalam suatu kegiatan bukan hanya fisik yang ikut terlibat tetapi  akan melibatkan emosi dan 
mental untuk mencapai tujuan, dan bertanggung jawab didalamnya. Mubyarto (1997:35) 
menyatakan bahwa partisipasi merupakan sikap kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap 
kegiatan atau program yang disesuaikan  dengan kemampuan setiap orang tanpa 
mengorbankan kepentingan diri sendiri yang berarti bagi dirinya. Partisipasi umumnya 
bermakna mengajak masyarakat untuk turut bekerja atau melaksanakan suatu kegiatan yang 
ditujukan untuk kepentingan masyarakat Hasim dan Remiswai (2009 : 23 dalam Paembonan 
2011). Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan sekelompok 
atau masyarakat merupakan satu kesatuan sehingga dapat disebut partisipasi kolektif, 
sedangkan keterlibatan secara individu dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi 
individual. Dapat disimpulkan bahw partisipasi merupakan gerakan yang timbul dari diri 
sendiri dari orang yang ingin terlibat dalam kegiatan masyakarat yang melibatkan tenaga, fisik, 
emosi dan moral.Partisipasi yang dimaksud dalam dapat dilakukan dengan partisipasi vertikal 
dan horisontal masyarakat.  

Dalam kegiatan Relawan Pajak ini adalah merupakan partisipasi kelompok jika dilihat dari 
tim Relawan Pajak, tetapi jika dilihat dari Wajib Pajak yang terlibat dalam kegiatan pelaporan 
SPT Tahunan dengan e-filing atau yang dilayanai oleh Tim Relawan Pajak adalah merupakan 
partisipasi individu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumodingrat (1988), bahwa  partisipasi 
sebagai salah satu elemen pembangunan yang merupakan proses adaptasi dari  masyarakat 
terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang 
penting dalam pembangunan.  
 Bagaimana orang atau masyarakat dapat terlibat dalam partisipasi terhadap kegiatan 
masyarakat? Jika dilihat dari tipologi, adalah titik awal yang berguna untuk membedakan 
derajat dan jenis partisipasi,  menempatkan bentuk-bentuk partisipasi  pada konidisi kutub 
'baik' hingga 'buruk'. Adapula yang berbentuk seperti “tangga” yang dibuat berdasarkan fokus 
pada intensionalitas, dan pendekatan terkait dari mereka yang memulai partisipasi seperti yang 
digambarkan oleh  Arnstein (1969) pada gambar 1 yang mempertahankan relevansi sementara 
yang cukup besar. 'Pengendalian Masyarakat' muncul di bagian atas tangga, dengan kategori 
'tidak berpartisipasi' di bagian bawah, di mana terapi dan manipulasi ditempatkan. 
 

 
Gambar 1. Tangga Partisipasi – Amstein 

Sumber : Amstein 1996 
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Tokenisme adalah contoh saat individu menunjukkan tingkah laku positif yang menipu 
terhadap anggota kelompok diluar grup kepada siapa mereka merasakan prasangka yang kuat. 
Kemudian perilaku tokenistik ini digunakan sebagai alasan untuk menolak melakukan aksi 
yang lebih menguntungkan terhadap kelompok ini. Lain halnya tingkat parsispasi masyarakat 
menurut Pretty (1995) yang mengkategorikan atau memberikan jenjang partisipasi masyarakat 
seperti tabel di bawah ini : 

Tabel 1. Tingkat Parisipasi 

Jenis Partisipasi Karakteristik 
Partisipasi 
Manipulasi 

Partisipasi “semu’ yaitu sebuah kepura-puraan, dengan 
perwakilan 'orang' di dewan resmi, tetapi sebenar tidak terpilih 
dan tidak memiliki kekuasaan 

Partisipasi Pasif Orang berpartisipasi dengan diberi tahu apa yang telah diputuskan 
yang diummkan oleh administrasi atau manajemen tanpa terlibat 
dalam keputusan tersebut. 

Partisipasi dengan 
Konsultasi 

Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab 
pertanyaan. Pihak eksternal mendifinisikan masalah, 
mengumulkan informasi dan mengendalikan analisis. Dalam 
proses ini tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan, 
dan pandangan masyarakat yang tidak dipertimbangkan. 

Partisipasi untuk 
Insentif yang 
Material 

Orang berpartisipasi dengan menyumbang sumber daya seperti 
tenaga kerja, makanan, uang tunai atau insentif materi lainnya. 
Sangat umum bentuk 'partisipasi' ini, tetapi orang tidak memiliki 
kepentingan dalam memperpanjang teknologi atau praktik ketika 
insentif berakhir 

Patisipasi 
fungsional 

Partisipasi dilihat oleh lembaga eksternal sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan kegiatan, terutama mengurangi biaya. Orang 
dapat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk 
memenuhi tujuan yang telah ditentukan terkait dengan kegiatan 
tersebut. Keterlibatan seperti itu mungkin interaktif dan 
melibatkan pengambilan keputusan bersama, tetapi cenderung 
muncul hanya setelah keputusan telah dibuat oleh pihak eksternal. 
Paling buruk, masyarakat lokal mungkin masih hanya dikooptasi 
untuk melayani tujuan eksternal. 

Partisipasi Interaktif Orang berpartisipasi dalam analisis bersama, pengembangan 
rencana aksi dan pembentukan atau penguatan institusi lokal. 
Partisipasi dipandang sebagai hak, bukan hanya sarana untuk 
mencapai tujuan kegiatan/proyek. Proses ini melibatkan 
metodologi antar-disiplin yang mencari berbagai perspektif dan 
memanfaatkan proses pembelajaran sistemik dan terstruktur. 
Ketika kelompok mengambil kendali atas keputusan lokal dan 
menentukan bagaimana sumber daya yang tersedia digunakan, 
sehingga mereka memiliki kepentingan dalam mempertahankan 
struktur atau praktik. 

Bergerak Mandiri 
(Self Mobnilization) 

Orang berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara 
independen dari lembaga eksternal untuk mengubah sistem. 
Mereka mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal 
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untuk sumber daya dan saran teknis yang mereka butuhkan, tetapi 
mempertahankan kontrol atas bagaimana sumber daya digunakan.  

Diadaptasi dari Pretty, 1995 

 Sedangkan menurut tipologi kepentingan masyarakat dalam parsipasi yang diutarakan oleh 
White (1996), partisipasi dibagi menjadi partisipasi dengan bentuk Nominal, Instrumental, 
Mewakili, dan Transformasi yang mempunyai arti berbeda antara masyarakat yang terlibat 
sebagai pelaksana, yang menerima dan tentunya kegunaan dari partisipasi tersebut. Secara garis 
besar. Jenis-jenis partisipasi ini menurut bentuk kepentingannya dapat dilihat pada tabel 2 di 
bawah ini : 

Tabel 2.  Tipologi Kepentingan dari Partisipasi 

Bentuk 
Kepentingan 

Apa 'partisipasi' artinya 
bagi lembaga pelaksana 

Apa 'partisipasi' 
artinya bagi mereka 

yang menerima 

Untuk apa 
‘partisipasi’ 

Nominal Legitimasi - untuk 
menunjukkan apa yang 
mereka lakukan 

Inklusi - untuk 
mempertahankan 
akses ke manfaat 
potensial 

Tampilan (Display) 

Instrumental Efisiensi - untuk 
membatasi input pemberi 
dana, menarik kontribusi 
masyarakat dan membuat 
proyek lebih hemat (cost-
efftive) 

Biaya - waktu yang 
dihabiskan untuk 
tenaga kerja terkait 
proyek dan kegiatan 
lainnya 

Sebagai sarana 
untuk mencapai 
efektivitas biaya 
dan kegiatan 
lokal 

Mewakili Keberlanjutan - untuk 
menghindari penciptaan 
ketergantungan 

Leverage - untuk 
memengaruhi bentuk 
proyek dan manajernya 

Untuk memberi 
orang suara dalam 
menentukan 
perkembangan 
mereka sendiri 

Transformasi Pemberdayaan - untuk 
memungkinkan orang 
membuat keputusan 
sendiri, mencari tahu apa 
yang harus dilakukan dan 
mengambil tindakan 

Pemberdayaan - untuk 
dapat memutuskan 
dan bertindak sendiri 

Baik sebagai 
sarana dan tujuan, 
dinamika yang 
berkelanjutan 

Diadaptasi dari White (1996). 

 Jadi dalam menentukan orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dapat nilai 
dari tigas sudut pandang, yaitu bentuk parisipasi, jenis parisipasi dan kepentingan orang dalam 
partisipasi 

Dalam kegiatan kegiatan Relawan Pajak yang merupakan program kegiatan dari DJP, 
dilihat dari ‘tangga” Amtein, merupakan kegiatan non partisipasi sehingga memerlukan 
kegiatan terapi, yaitu penyadaran akan perlunya melaporkan kewajiban perpajakan, jenis 
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partisipasinya partisipasi interaktif jika dilihat dari tabel Pretty dan dilihat dari sudut 
kepentingannya (interest) masuk kelompok Mewkili (reprensentative) karena tujuan partisipasi 
Relawan Pajak dan WPOP adalah memahami perlunya pelaporan SPT Tahunan dan 
melaporkannya dengan e-filing. Namun, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
partisipasi masyarakat. Dipengaruhi oleh 1) Faktor kepemimpinan, dalam menggerakkan 
partisipasi masyarakat sangat dituntut pimpinan yang berkualitas; 2) Faktor komunikasi, 
gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan dan rencana rencana baru apabila diketahui dan 
dimengerti; 3) Faktor pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang memadai, masyarakat 
individu akan dapat memberikan partisipasi sesuai dengan apa yang diharapkan 
(Tjokroamodjojo (1985 : 45-47 dalam Paembonan 2011). 

 
2.2. Sikap/ Perilaku Wajib Pajak 

Pajak merupakan sumber utama dari penerimaan pemerintah untuk pembangunan. Porsi 
penerimaan pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) berkisar 70 %. 
Oleh karenanya untuk memenuhi permintaan akan sumber daya keuangan negara, administrasi 
pajak harus memantau kapasitas pengumpulan pendapatan dan aktivitas ekonomi dari individu 
dan bisnis. Tujuan utamanya adalah pengumpulan dengan efisiensi maksimum, yaitu dengan 
biaya serendah mungkin,  dari kewajiban yang ditetapkan dalam beban pajak (Mitu, 2016). 
Dengan demikian, pengumpulan dana dari pajak menjadi hal yang krusial dan perlu 
diperhatikan oleh pemerintah, yaitu dengan meingkatkan partisipasi masyarakat dalam 
membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. 

Kegiatan pengumpulan penerimaan dari pajak bukanlah yang mudah. Permintah akan 
menghadap masalah non teknis, yaitu prilaku fiskal, prilaku yang terdapat pada petugas pajak 
dan prilaku wajib pajak. Perilaku fiskal berarti menampilkan perilaku tertentu oleh beberapa 
perwakilan hukum yang membayangkan tujuan fiskal. Pajak mewakili tujuan akhir yang 
diinginkan sehubungan dengan pendapatan atau penerimaan negara, dan lain merupakan 
pengeluaran anggaran (Dinga, 2016). Perilaku wajib pajak tidak dapat dijelaskan hanya dengan 
identifikasi dan pengetahuan tentang sistem tetapi juga oleh faktor-faktor pengaruh yang 
bertindak dalam hubungan dekat dan saling terkait. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus, 
wajib pajak menilai, menggunakan instrumen mereka sendiri, kebijakan pajak dan kejadiannya 
pada standar hidup mereka serta ekonomi nasional secara umum. Penilaian, pada tingkat wajib 
pajak, tidak seragam (Olimid, 2014: 75). Dibutuhkan bentuk individu yang dapat dibedakan 
berdasarkan tingkat pengetahuan kerangka hukum, tingkat budaya, iman, moral, adat istiadat 
dan kemampuan penilai untuk menafsirkan hukum, sehingga menghasilkan persepsi sendiri 
tentang sistem pajak. Pembayar pajak bersosialisasi, dan tergantung tipologi mereka. 
Braithwaite (2002) mernyatakan bahwa prilaku wajib pajak terhadap perpajakan dan penguasa 
pajak menurut dapat dibagi menjadi lima postur seperti tabel dibawa ini : 

Tabel 3. Postur Prilaku Wajib Pajak terhadap Perpajakan dan Penguasa Pajak 
Postur Penjelasan 
Komitmen Wajib pajak memiliki orientasi positif terhadap undang-undang dan 

otoritas pajak. Ini mencerminkan kepercayaan tentang keinginan sistem 
pajak yang meningkatkan perasaan mereka akan kewajiban moral untuk 
bertindak untuk kepentingan kolektif dan membayar pajak seseorang 
dengan niat baik. 

Kapitalisasi Wajib pajak memiliki orientasi positif terhadap undang-undang dan 
otoritas pajak. Ini mencerminkan penerimaan kantor pajak sebagai 
otoritas yang sah dan perasaan bahwa kantor pajak adalah kekuatan  
selama seseorang bertindak dengan benar dan menolak otoritasnya. 
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Resisten Wajib pajak memberikan orientasi negatif. Ini menganggap postur 
pembangkangan dan memungkinkan keraguan tentang orientasi kantor 
pajak. 

Kekecewaan Wajib pajak memiliki orientasi negatif. Ini adalah postur yang 
mengkomunikasikan perlawanan di mana tujuan utama wajib pajak adalah 
menjaga jarak secara sosial dan tidak melihat alasan untuk terlibat dengan 
kantor pajak dan sistem pajak. 

Pelepasan Ini adalah postur yang mengkomunikasikan pelanggaran hukum yang 
disengaja. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang dibentuk untuk 
memenuhi tujuan seseorang. Ini mencerminkan persepsi polisi terhadap 
inspektur pajak. 

Sumber  Braithwaite, 2002. 
  
 Dengan demikian, sulitnya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari 
pajak dengan berbangai bentuk karakteristik prilaku wajib pajak yang mempunyai dan dibentuk 
dari pandangan mereka atas pajak. 
 
2.3. Self Asessessment 

Timbulnya prilaku seperti dijelaskan di atas, kemungkinan timbul karenanya sistem 
perpajakan di Indonesia dengan menggunakan metode self assessment, yaitu menghitung, 
membayar dan melaporkan kewajiban pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, tidak 
ditentukan oleh petugas pajak. Petugas fungsinya adalah mengawasi kepatuhan wajib pajak 
untuk dalam melakukan penghitungan, membayar dan melaporan kewajiban pajaknya. Masih 
banyak faktor lain yang memungkinan timbulnya prilaku wajib pajak. 

Pada  era Self Assessment System (SAS), kesadaran pajak oleh wajib pajak menjadi  
peran penting pada kepatuhan pajak. Tingkst Pengetahuan dan pendidikan mengenai 
perpajakan sangat penting dan krusial untuk memastikan proses administrasi berjalan dengan 
baik. Dengan demikian, wajib pajak dapat menilai kewajiban pajak yang mereka lakukan 
dilaksanakan dengan benar (Palil et al, 2013) dan menimbulkan rasa kenyamanan dan 
keamanan dalam menjalankan kewajiban pajak. Selalin itu, Sommerfeld (1966) menambahkan 
bahwa perpajakan harus diajarkan daripada hanya dipraktikkan dan dipelajari, artinya bukan 
hanya sekedar dapat menghitung, membayar dan melaporkan tetapi memahami peraturan atau 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk diri wajib pajak sendiri. Lebih lanjut, 
disarankan  institusi yang lebih tinggi dapat menawarkan perspektif unik tentang subjek pajak 
untuk semua siswa (Sommerfeld, 1966). Pendidikan pajak memungkinkan untuk memahami 
dengan baik dari sistem perpajakan. Eriksen dan Fallan (1996) percaya bahwa dengan 
pemahaman yang wajar tentang undang-undang perpajakan, wajib pajak bersedia untuk 
menghormati sistem perpajakan, hasilnya wajib pajak lebih patuh membayar pajak daripada 
menghindarinya. Dengan pengetahuan mengenai perpajakan, baik sistem pemungutan maupun 
penggunaannya,  pengetahuan perpajakan akan memainkan peran penting  (Kirchler et. al., 
2008). Oleh karena itu, orang harus dilengkapi dengan pendidikan perpajakan  sehingga setiap 
orang memiliki pengetahuan yang memadai terhadap wajib pajak yang kompeten, minimal 
pajak yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, Administrasi Pajak Nasional 
Jepang (NTA) berkontribusi untuk kepatuhan pajak yang tinggi di Jepang. Pemerintah Jepang 
memperkenalkan Self Assessment pada tahun 1947 memainkan peran penting untuk proses 
pembelajaran perpajakan. Untuk mempromosikan prinsip-prinsip kepatuhan secara sukarela, 
mereka menciptakan banyak kegiatan seperti hubungan masyarakat, konsultan pajak 
pendidikan pajak, bimbingan dan pemeriksaan (Rani, 2005). Dalam literatur kepatuhan pajak, 
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persepsi para pembayar pajak tentang keadilan sistem pajak diakui sebagai faktor penting yang 
dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sistem perpajakan 
dianggap tidak adil oleh warga negara akan menghasilkan pengumpulan penerimaan dari pajak 
kurang berhasil, dan ini akan mendorong wajib pajak untuk terlibat dalam perilaku tidak patuh. 
Persepsi wajib pajak terkait erat dengan pengetahuan dan pengalaman, sehingga kesadaran 
tentang masalah pajak dan pengetahuan pajak memang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. 

 
2.4. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

Semua wajib pajak yang memenuhi persyaratan perundang-undang perpajakan harus 
melakukan kewajiban menghitung, membayarkan dan melaporkan pajak mereka  
(Kementrian Keuangan RI, 2007), dan dilakukan secara tahunan (Kementiran Keuangan RI, 
2007). Wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan dibagi menjadi wajib pajak 
badan,  yaitu wajib pajak atas perseroan atau badan usaha, dan wajib pajak orang pribdi 
(WPOP), yaitu wajib atas nama individu dari setiap warga negara yang telah memenuhi syarat 
sebagai wajib pajak (Kementrian Keuangan RI, 2007). 

Penyampaian laporan kewajiban pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). 
Dari sudut waktu pelaporan, SPT dibagi menjadi SPT Masa yang dilaporkan setiap bulan dan 
SPT Tahunan yang dilaporkan pada awal tahun pajak berikutnya atas kewajiban pajak terhutang 
yang dihitung dalam masa satu tahun. Jika dilihat dari jenis wajib pajak, SPT dibagi menjadi 
dua bentuk, yaitu SPT untuk melaporkan kewajiban wajib pajak badan, yang dikenal Formulir 
SPT 1721, dan SPT untuk wajib pajak orang pribadi. SPT untuk orang dibadi ini dibagi menjadi 
tiga bentuk, yaitu SPT untuk orang pribadi mempmyuai penghasilan dari menjalankan usaha 
bebas atau sendiri, SPT yang digunakan adalah formulir 1770,  wajib pajak orang pribadi yang 
mempunyai penghasilan dari pemberi kerja dengan penghasilan lebih dari 60 juta rupiah per 
tahun, maka wajib pajak ini menggunakan Formulir SPT 1770-S, dan wajib pajak yang 
mempunyai penghasilan dari pemberi kerja dengan jumlah penghasilan setahunnya kurang dari 
60 juta rupiah, maka wajib pajak ini menggunakan formulir SPT 1770-SS  (Kementrian 
Keuangan, 2014). 

 
2.5. e-Filing  

e-filing merupakan prose menyerahkan laporan pajak atau SPT melalui internet dengan 
menggunakan perangkat lunak yang disetujui dengan otoritas pajak untuk pajak penghasilan 
wajib pajak pribadi (Kumar, 2017). Wajb pajak orang  pribadi  akan  memberikan 
informasi dan data pajak mereka termasuk penghasilan, perhitungan kewajiban perpajkaan, 
pembayaran pajank penghasilan, daftar harta, daftar kewajiban dan daftar keluarga secra 
elektronik melalui e-filing tanpa haraus pergi ke kantor pajak tertentu atau ditunjuk (Barati, 
Parviz, Bromand, dan  Payam, 2014) yang sebelum melaporkannya, wajib pajak harus 
melakukannya Self assessment (Islam et al, 2015), yang meliputi menghitung kewajiban pajak 
terhutang, dan membayaranya sendiri.  

e-filing membuat proses pelaporan SPT Tahunan lebih mudah, memakan waktu yang 
singkat (Arora, 2014), transparan, menghilangkan birokrasi, dan terjadinya perlakukan yang 
sama bagi semua wajib pajak (Alla, 2014). Oleh karena e-filing menggunakan aplikasi 
perangkat lunak melalui internet, atau website, peranan website akan menjadi penting. Website  
harus nyaman, dapat diakses atau dilakukan setiap waktu, dimanapun dan konfirmasi yang 
cepat atas proses penyampaian laporan (Gwaro, Kimani,dan Kwasira 2016). 

Dengan demikian, e-filing dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak untuk menyerahkan 
SPT Tahunan dan meningkatkan adminstriasi yang baik bagi Direktorat Jenderal Pajak.  
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2.6. Hipotesis Dan Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan penelitian fenomena yang dijelaskan dalam pendahuluan, hipotsis dibangun 

dalam penelitian ini berdasarkan landasan teori dan logika hubungan kegiatan Relawan Pajak 
dengan penurunan kunjungan WPOP ke KPP.  Penurunan kunjungan WPOP ke KPP dapat 
disebabkan penilaian pejabat pajak akan komptensi tim Relawan Pajak, dan penilaian pejabat 
pajak akan kenyamanan WPOP dilayani oleh tim Relawan Pajak pada masa sebelumnya, 
sehingga hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah : 
H1 :  Kompetensi Relawan Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Penurunan kunjungan WPOP ke KPP. 
H2 : Kenyamanan WPOP yang dilayani Relawan Pajak mempunyai pengaruh positif dn 

signifikan terhadap Penurunan Kunjungan WPOP ke KPP. 
 
Berdasarkan hipotesis di atas, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Kompetensi Relawan Pajak 

  Penurunan Kunjungan   

           WPOP ke KPP 

Kenyamanan WPOP  

Dilayani Relawan Pajak 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
 
III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakn data primer 
menggunggukan kuesioner yang disebar di KPP tempat tim Relawan Pajak bertugas selama 
masah kerja tim relawan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat kantor pajak di tiga 
KPP dari delapan KPP yang direncanakan di Wilayah Jakarta Barat karena adasnya peraturan 
Pemerinth DKI yang melarang untuk berkumpul lebih dari 5 orang dalam suatu kegiatan akaibat 
dimulai masa pandemi COVID-19 di pertengahan bulan Maret 2020. Metode pengambilan 
sampel adalah dengan puporsive sampling , yaitu sampel diambil dari dengan tujuan dan orang 
tertentu, dalam hal ini, yang menjadi subyek adalah petugas kantor pajak. Dari 60 kuesioner 
yang disebarkan di tiga KPP, 59 kuesioner telah diisi dan yang lengkap dan valid sebanyak 57 
kuesioner.  

   
3.1. Variabel Operasional  
 Berdasarkan moedl penilitan atau kerangka pemikiran yang disampaikan di atas, maka 
variabel oprasional yang digunakan yang disajikan dalam kuesioner dalam penelelian ini adalah 
sebagai berikut : 

 
Tabel 4. Variabel Operasional 

Kompetensi Relawan Pajak 
1. Team Relawan Pajak cukup pengetahuan perpajkan WPOP 
2. Ketrampilan menggunakan Teknologi dalam proses e-filing 
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3. Memahami tugas dan kwajiban sebagai Relawan pajak 
4. Relawan pajak  dengan mudah menangkap tugas lain diberikan 
5. Relawan pajak menjaga kode etik dan integritas selama tugas  

Kenyamanan WPOP dilayani Relawan Pajak 
1. WPOP senang dilayanani oleh Relawan Pajak 
2. WPOP merasa puas dilayani oleh Relawan Pajak 
3. WPOP dapat memahami pengisian e-filing yang diasistensi oleh Relawan Pajak 
4. WPOP akan dapat melakukan pelaporan dengan e-filing pada tahun berikutanya 
5. Meningkatnya kesadaran WPOP melaporan menggunakan e-filing 

Penurunan Kunjungan WPOP ke KPP 
1. Relawan ajak mengurangi beban kerja saat pelaporan SPT WPOP 
2. Jumlah WPOP yang bertanya kepada petugas pajak jumlahnya menurun 
3. Jumlah WPOP yang mengisi e-filing di KPP menurun 
4. Jumlah ratio pelayanan WPOP dibanding jumlah relawan pajak yang bertugas menurun  
5. Waktu kerja pada akhir pelaporan SPT WPOP lebih terkendali 
6. Partisipasi relawan pajak dalam membantu pelaporan e-filing WPOP sangat diperlukan 

bagi KPP masa depan  
Sumber : Adaptasi dari Lukman dan Trisnawati, 2020 
 
 Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert dengan lima (5) tingkatan, dari Sangat 
Tidak Setuju sampai dengan Sangat Setuju dari pernyataan dalam variabel opersional. 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Hasil dan Diskusi 

Pengolahan dalam penelitian ini diawali dengan menilai apakah data yang diperolah dan 
sahih tersebut dalam dihandalkan (reliabel) dan valid. Dari 57 kuesioner yang sahih, diolah 
dengan menggunakan PLS V3. Dan diperoleh hasil uji reliabilitas dan validitas sebagai berikut 
: 

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas 

Varibel Cronbach’ 
Alpha 

Composite 
Reliability 

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE) 
Kompetensi Relawan pajak (X1) 0.909 0.932 0.734 
Kenyamanan WPOP dilayani Relawan Pajak 
(X2) 

0.888 0.914 0.640 

Penurunan Kunjungan WPOP ke KPP (Y) 0.854 0.882 0628 
Sumber : hasil olah PLS V.3  
 
 Dari data Conbach’s alpha dan composite reliability menunjukkan angka lebih besar 
daripada 7 sehingga data yang terkumpul dapat dikatakan reliabel atau dapat kehandalkan 
karena terjadi konsistensi subyek dalam mengisi kuesioner. Validitas diukur dengan nilai 
Average Variance Extracted (AVE). Nilsai AVE lebih besar dari 0.5 menunjukkan data yang 
digunakan adalah valid (AVE di (Hair et all, 2019). Nilai AVE dari hasil olah menunjukkan 
angka lebih besar daripada 0,5, sehingga data ini dapat dikatakan valid. Data validitas ini juga 
didukung dengan hasil uji data latenyang dilihat dari diskriminatif validitas yang disajikan 
dibawa ini : 
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Tabel 6. Hasil Uji Diskriminasi Validitas 

Variabel 
Kompetensi 

Relawan pajak 
(X1) 

Kenyamanan 
WPOP dilayani 
Relawan Pajak 

(X2) 

Penurunan 
Kunjungan 

WPOP ke KPP 
(Y) 

Kompetensi Relawan pajak 
(X1) 0.857   

Kenyamanan WPOP dilayani 
Relawan Pajak (X2) 0.613 0.800  

Penurunan Kunjungan WPOP 
ke KPP (Y) 0.739 0.656 0.792 

Sumber : Hasil Olah PLS V.3 
 
 Dari tabel 6 di atas, menunjukkan  bahwa satu variabel operasional mempunyai nilai lebih 
besar daripada nilai variabel operasional lainnya.  Dengan demikian data dapat diproses lebih 
lanjut untuk uji regresi. 
 
Hasil uji regresi dari data ini menghasilkan hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 7. Hipotesis 

Pengaruh Original 
Sample 

Std. 
Deviation T-Statistic P-Value Hasil 

Hipotesis 
X1 terhadap Y 0.300 0.155 1,935 0.054 Ditolak 
X2 terhadap Y 0.341 0.144 2,996 0.003 Diterima 

Catatan : X1 = Kompetensi Relawan pajak; X2 = Kenyamanan WPOP dilayani Relawan Pajak; Y = 
Penurunan Kunjungan WPOP ke KPP (Y) 
Sumber : Hasil olah PLS V.3 
 
 Dari hasil tabel di atas, menunjukkan bahwa pengaruh Kompetensi Tim Relawan Pajak 
(X1) terhadap Penurunan WPOP ke KKP tidak signifikan (t-Stat. < 1, 960 tu P-Value > 0.05) 
dengan angka yang hampir signifikan, namun varibael ini mempunyai arah ysng positif 
(original sample sebesar 0.300). Dengan demikian Faktor kompentensi relawan pajak bukan 
faktor yang menyebabkan turunnya kunjungan WPOP ke KKP untuk pengisian SPT dengan e-
filing. Sedangkan faktor Kenyamanan Relawan Pajak terhadap penurunan Kunjungan WPOP 
ke KPP menunjukkan penagaruh positif (original mempunyai arah positif)  dan signifikan (T-
Stat > 1.96 atu P-Value < 0.005). Artinya kenyamanan yang menyebabkan turunnya WPOP 
berkunjung ke KKP. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut petugas pajak yang 
menyebabkan turunnya WPOP ke KPP bukan pengetahuan tim relawan pajak dalam 
memberikan asistensi WPOP dalam melaporkan SPT dengan e-filing yang  cukup memadai 
walaupun ada beberapa yang kurang memadai jika dilihat angka menuju signifikan relatif kecil 
atau beda dikit, tetapi segi non teknis yang lebih menyebabkan berkurannya WPOP dtang ke 
KPP untuk memint asistensi pelaporan SPT dengn e-filing, seperti kenyamanan tempat, cara 
menangani masalah, cara komunikasi atau hal-hal lainnya yang termasuk dalam kemampuan 
soft skill yang masih harus diperbaiki.   

Faktor Kompetensi Relawan Pajak dan Pelayanan Relawan Pajak terhadap dalam 
penunurunan kujungan WPOP ke KPP menjukkan faktor yang cukup signifikan yang 



Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020  
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks 

Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa 
Jakarta, 20 Oktober 2020 

48 

 

ditunjukkan dengan R2 = 0.615 atau Adjust R2 = 0.597. Artiny kedua faktor tersebut merupakan 
diatas 50 % yang mempengaruhi berkurangnya kunjungan WPOP ke KPP dalam mengisi SPT 
dengan e-filing 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari penelitian ini terlihat peranan Relawan Pajak masih perlu diperbaiki, terutama dalam 
softskill selain perlu ditingkatkan pengetahuan teknis perpqajkan dan e-filing (karena hasil uji 
menunjukkan nyaris faktor ini mempunyai pengruh yang signifikan, yang dilakukan oleh tax 
center atau DJP sebelum tim relawan pajak diturunkan. Selian itu dari KPP juga perlu 
peningkatan kenyamanan bagi WPOP dalam melakukan pelaporan SPT dengan e-filing di KPP 
seperti infrastrukur, internet, kenyamanan tempat, kerahmaan dan sifat menolong dari petugas, 
dan fasilitas lainnya. Dengan demikian peranan relawwan pajak dapat menjadi faktor 
menurunnya kunjungan WPOP ke KPP dalam melakukan pelaporan SPT dengan e-filing selain 
faktor lainnya yaitu kemnungkinan WPOP sudah dapat melakukan pelaporan SPT mandiri 
dengan komputer atau gawainya. 

Implikasi atau saran dari penelitian ini, diharapkan adanya kegiatan lain yang lebih inovatif 
lainnya selain membantu WPOP dalam melakukaan pengisian SPT melalui e-filing dari DJP. 
Hal ini disebabkan banyak WPOP telah dapat melakukan kewajibannya dalam melaporkan 
pajak penghasilannya secara mandiri melalui internet. Juga untuk rekan DJP dalam kegiatan 
Relawan Pajak, yaitu universitas, harus merencanakan kegiatan lainnya melalui Tax Center 
masing-masing institusi, misalnya melakukan penyuluhan pajak bagi dan melaporan SPT 
dengan e-filing bagi UMKP dan masyarakat umum di sekitar kampus, dan lain sebagainya.   
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